BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH

PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI
NOMOR | TAHUN 2021

TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANGGAI,

Menimbang : a. bahwa air mirum dan air bersih merupakan salah satu kebutuhan

Mengingat

dasar manusia yang harus tersedia sesuai standar kesehatan dan
terpenuhi sesuai kebutuhan masyarakat;

b. bahwa untuk memberikan kepastian hukum dalam pemberian

layanan pen;&diaan air minum yang bersih, sehat, produktif dan
berkelanjutan kepada masyarakat maka upaya penguatan dan
penyesuaian regulasi kedalam peraturan daerah perlu dilakukan
secara berkale dan berkelanjutan;

. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan

mengenai Badan Usaha Milik Daerah, Perusahaan Daerah Air
Minum Kabupaten Banggai yang dibentuk berdasarkan Peraturan
Daerah Kabupaten Daerah Tingkat I Banggai Nomor 9 Tahun 1992
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten
Daerah Tingkst Il Banggai (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 1
Seri D Nomor 1}, pertu disesuaikan bentuk hukumnya berdasarkan
Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 2017 tentang Badan Usaha
Milik Daerah;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam

huruf a, huruf b dan huruf ¢, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Perusahaan Umum Daerah Air Minum;

.Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonnesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan

Dacrah-daeral Tingkat 1l di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negarn
Republik Indonesia Nomor 1822);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemcrintahan

Daersh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
5587) sebagaimana tclah diubah bceberapa kali terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja



(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Radan Usaha
Milik Daerah (Lembaran Negara Republik lndonesia  Tahun 2017
Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indunesia Nomor
6173);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN BANGGAI
dan

BUPATI BANGGAI

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR

MINUM.

BAD |
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan -

1.

e

Perusahaan Umum Daerah Air Minum Kabupaten Banggai yang selanjutnya
disecbut PERUMDA Air Minuin adalah Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang
seluruh modalnya dimiliki oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Banggai.
PERUMDA Air Minum Kabupaten Banggai adalah Badan Usaha Milik Daerah
yang bergerak dibidang pelayanan air minum.

Kuasa Pemilik Modal yang selanjutnya disingkat KPM adalah Bupati yang
mewakili Pemcrintah Daergh dalaum kepemilikan kekayaan Daerah yang
dipisuhkan pada Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan merupakan organ
Perusahaan Umum Daerah Air Minum yang mcmegang kekuasaan tertinggi
dalam Perusahaan Umum Daerah Air Minum dan memegang segala kewenangan
yang tidak diserahkan kepada Dewan Pengawas atau Direksi.

Dewan Pengawas adalah Organ Perusahaan Umum Daerah yang heriugas
melakukan pengawasan dan memberikan nasehal kepada direksi dalam
menjalankan kegiatan pengurusan Perugahaan Umum NDaerah.

Direksi adalah organ BUMD yang bertanggungiawab atas pengurusan BUMD
untuk kepentingan dan tujuan BUMD serta mewakili BUMD baik di dalam
maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar.

Pegawai adalah Pegawai Peruaahaan Umum Daerah Kabupaten Banggai.

Sistem Penyedinan Air Minum yang selanjuinya disingkat SPAM merpakan satu
kesatuan sarana dan prasarana penyedigan air minum,

Tarif Air Minum yang selanjutnya disebut Tarif adalauh kebijakan biaya jasa
layanan air minum yang ditetapkan oleh Bupati untuk pemakaian setiap meter
lcubik {(M3) atau satuan volume lainnya yang diberikan oleh PERUMDA Air Minum
Kabupaten Banpgai yang waiib dibavar oleh pelanggan.

2




9. Persatuan Perusahaan Air Minuin Seluruh Indonesia yang sclanjutnya disebut
PERPAMSI adalah merupakan asosiasi PERUMDA Air minum seluruh Indonesia.

10. Kekayaan Daerah yang dipisahkan adalah pcngelolaannya diluar dari
pengelolaan pemerintah daerah dan bertujuan untuk memperoleh bagian laba
atas kepemilikan atau penyertaan modal dari hasil pengelolaan kekayaan daerah
yang dipisahkan.

11. Dacrah adalah Kabupaten Banggai.

12. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara
Pemerintahan Dacrah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang
menjadi kewenangan daerah otonom.

13. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah
lLembaga Perwakilan Rakyat Daerah yang berkedudukan scbagai unsur
penyelenggara pemerintahan daerah.

BAB Il
BIDANG USAHA
Pasal 2

(1) Bidang usaha PERUMDA Air Minum yaitu melaksanakan sebagian kewenangan
Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan SPAM untuk memenuhi
kebutuhan masyarakat dan usaha lainnya dalam bidang penyediaan air minum.

(2) SPAM sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan melalui sistem
jaringan perpipaan dan/atau bukan melalui jaringan perpipaan.

(3) SPAM dengan sistemn jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dapat berupa :

a. air baku;

b. unit produksi;

¢. unit distribusi; dan/atau
d. unit pelayanan.

(4) SPAM bukan melahii jaringan perpipaan sebagaimana dimaksud pada ayat. (2)

dapat berupa :

a. terminal air;

b. mabil tangki air; dan/atau

¢. bentuk lainnya yang memunglinkan.

(5) Bentuk lainnya yang meraungkinkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)
huruf ¢ dapat dilaksanakan apabila cakupan layanan PERUMDA AIR MINUM
sudah mencapai 100% (seratus persen).

BAB 111
NAMA DAN KEDUDUKAN

Pasal 3

(1) Perusahaan yang mengelola air minum di Kabupaten Banggé:i dengan nama
PERUMDA Air Minum Kabupaten Bangeai.

(2) PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Logo
berbentuk gambar bangunan menara air berwamna,



Bentuk, warna dan perbandingan ukuran logo sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) lcrcantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
" dari Peraturan Daerah ini.

Pasal 4

(1) PERUMDA Air Minum berkedudukan dan berkantor pusat di Daerah.
(2) Wilayah ketja PERUMDA Air Minum meliputi wilayah Daerah dan sekitarnya.

BAB IV
MODAL DAN PENDANAAN
Bagian Kesatu
Modal

Pasal 5

(1) Mmdal PERUMDA Air Minum terdiri dari sclurubh kckayaan PERUMDA Air
Minum yang merupakan kekayaun Dacrah yang dipisahkan.
(2) Penambahan modal untuk pengembangan PERUMDA Air Minum (crdiri atas :
a. penyertaan modal Dacrah;
b. pinjaman;
¢. hibah;
d. Subsidi; dan/ atau
e. sumber modal lainnya.
(3) Penyertaan modal Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a
ditetapkan dengan Peraturan Dacrah.

Bagian Kedua
Pendanaan

Pasal 6

PERUMDA Air Minum dapat mencari sumber pendanaan sendiri dalam
pengembangan usahanya dengan persetujuan Bupati selaku KPM yang dapal
diperoleh melalui :

a. Laba modal sendiri;

b. Pinjaman;

c. Keriasama dengan Pihak Ketiga; dan/atau

d. Hibah dari Pemcrintah Pusat, Pemerintah Provinsi, Demerintab Dagrah Lain atau

BAB V
ORGAN PERUMDA AIR MINUM
Susunan Organ

Pasal 7

Organ PERUMDA Air Minum terdir dari:
a. Bupati selaku KPM;



b. Dewan Pengawas; dan
c. Direksi.

Bagian Kesatu
KPM

Pasal 8

KPM merupakan organ PERUMDA Air Minum yang memegang kekuasaan tertinggi
dalam PERUMDA dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada
Direksi atau Dewan Pengawas.

(1)
(2)

(3)

Bagian Kedua
Dewan Pengawas
Paragraf 1
Pengangkatan

Pasal 9

Dewan Pengawas yaitu unsur pengawasan operasional PERUMDA Air Minum
yang bertanggung jawab kepada KPM.

Dewan Pengawas berasal dari unsur pejabat Pemerintah Daerah yang tidak
bertugas melaksanakan Pelayanan Publik, profesional dan/atau masyarakat
konsumecen yang bcerdomisili di Dacrah yang diangkat dan diberhentikan oleh
KPM,

Pengangkatan anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada Ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 10

Calon anggota Dewan Pengawas harus memenuhi persyaratan:

a,
b.

L

e

Sehat jasmani dan rohani;

Memahami (menguasai) manajemen perusahaan di bidang pengelolaan air
minum;

Memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;

menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;

berijasah paling rendah Strata 1 (S1);

berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
tidak terikat hubungan keluarga dengain Bupati, Wakil Bupati, Dewan Pengawas
vang lain atau Nireksi sampai derajat ketiga baik menurut garis lurus atau
kesamping termasuk menantu dan ipar,;

tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon Bupati
atau calon wakil Bupati dan/atau calon/anggota legislatil;

tidak pernah dinyatakan pailit;

tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang
dinyatalan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan
pailit.



(1)
(2)

(3)

(1)
(2)
(3)

(4

(1)

(2)

Pasal 11

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi.

Seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sckurang kurangnya meliputi
tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga
profesional.

Ketentuan lebih lanjut mengenai seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dan ayat (2) diatur dalam Keputusan Bupati.

Pasal 12

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM.

Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak 5 (lima) orang.

Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawasan
dan pembiyaan bagi PERUMDA Air Minum.

Dalam hal anggota Dewan Pengawas terdiri lebih dari satu orang anggota, satu
orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai Ketua merangkap anggota dan
sevrang diangkat sebagai Sekretaris merangkap anggota dengan Keputusan
KPM.

Pasal 13

Masa jabatan anggota Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat
diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan.

Pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dibuktikan dengan kinerja dalam melakukan pengawasan terhadap
pelaksanasn kegiatan Direksi dan kemampuan PERUMDA Air Minum dalam
meningkatkan kinerja pelayanan air minum kepada masyarakat.

Paragraf 2
Tugas dan Wewenang
Pasal 14

Dewan Pengawas mempunyai tugas:

a. melaksanakan pengawasan, pengendalian dan pembinaan terhadap pengurusan
dan pengelolaan PERUMDA Air Minum;

memberikan pertimbangan dan saran kepada KPM, baik diminta atau tidak
diminta guna perbaikan dan pengembangan PERUMDA Air Minum dapat berupa:

b,

Labh -

pengangkatan Direksi;

program kerja yang digjukan oleh Direksi;

rencana perubahan status kekayaan PERUMDA Air Minum;

rencana pinjaman dan ikatan hukum dengan pihak lain;

menerima, memeriksa dan/atan menandatangani Laporan Triwulan dan
Laporan Tahunan; dan/atau

memeriksa dan menvampaikan Rencana Strategie DBisnis (business
plan/corporate plan), dan Rencana Bisnis dan Anggaran Tahunan PERUMDA
Air Minum yang dibuat Direksi kepada KPM untulc mendapatkan pengesahan.

Pasal 15

Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugasnya mempunysi wewenang

1]



menilai kinerja Direksi dalam mengelola PERUMDA Air Minum;

menilai Laporan Triwulan dan Laporan Tahunan yang disampaikan Direksi untuk

mendapat pengesahan KFM;

c. meminta keterangan Dircksi mengenai pengelolaan dan  pengembangan
PERUMDA Air Minum;

d. mengusulkan  pengangkatan, pemberhentian  sementsiy, ehubilitasi  dan
pemberhentian Dircksi kepada KPM;

e. memberikan persetujuan atas usulan susunan organisasi dan tata kerja

PERUMDA Air Minum.

op

Pasal 16

(1) Untuk membantu kelancaran tugas Dewan Pengawas dapat dibentuk Sekretariat
Dewan Pengawas dengan Kepulusun Ketua Dewan Pengawas.

(2) Sekretariat Dewan Pengawas sehagaimana dimaksud pada ayat (1)
beranggotakan paling banyak 3J (tiga) orang.

(3) Segala binya yang berkaitan dengan dibentuknya Sekretariat Dewan Pengawas
dibebankan pada anggaran PERUMDA Air Minum dengan memperhatikan
elisiensi pembiayaan PERUMDA Air Minum.

Paragraf 3
Penghasilan
Pasal 17

(1) Dewan Pengawas diberikan penghasilan dan jasa pengahdian.
(2) Penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
a. Honorarium;
b. Tunjangan;
¢. Fasilitas; dan/atau
d. Insentif kinerja.
(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Dewan Pengawas diatur dalam
Peraturan Bupati.

Pasal 18

Dalam hal PERUMDA Air Minum memperolch keuntungan, Dewan Pengawas
memperoleh bagian jasa produksi secara proporsional dengan berpedoman pada
ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 19

(1) Padn setiap akhir masa jabatan Ketua dan Angpota Dewan Pengawas mendapat
jasa pengabdian berupa uang secara kolektif dari laba sebelum pajak pada taliun
buku sebelum akhir masa jabatannya sebesar 2% (dua persen), dengan
perbandingan :

a. untuk Dewan Pengawas berjumlah 2 (dua) orang, Ketua mendapat 60% (enam
puluh persen) dan anggota mendapat 40% (empat puluh persen);

b. untuk Dewan Pengawas yang herjumilah 3 {tiga) orang, Ketua mendapat 40%
(empat puluh persen) dan anggota masing-masing sebesar 30% (tiga puluh
parsen); dan



c. untuk Dewan Pengawns yang hejumlah lehih dari 3 (tiga) orang, Ketua
mendapat 30% (tiga puluh persen) dan anggpta secara kumulatif sebesar 70%
(tujuh puluh persen).

(2) Dewan Pengawas yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sebelum
masa jabatannya berakhir, mendapat jasa pengabdian berupa uang dengan
syaral lelah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun,

(3) DBesarnya jasa pengabdian berupa uang scbagaimana dimaksud pada Ayat (2)
didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagi masa jabatan dikalikan
uang jasa bulan terakhir,

Paragraf 4

Pemberhentian
Pasal 20

Anggota Dewan Pengawas berhenti karena:
a. masa jabatannya berakhir;

b. meninggal dunia; atau

¢. diberhentikan sewaktu-wakiu.

Pasal 21

(1) Dalam hal jabatan anggota Dewan pengawas berakhir karena masa jabatannya
berakhir sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 huruf a, anggota Dewan
Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawasan tugas akhir masa
jabatannya.

(2) Anggota Dewan Pengawas sebagimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan
sisa pelaksanaan tugas pengawasan yang belum dilaporkan paling lambat 1
(satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

(3) Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau
memberhentikan anggota Dewan Pengawas.

(4) Laporan Pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas yang
berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan
tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan public kepada KPM tahunan.

(5] Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas,
Pelakaanaan tugas pengawasan PERUMDA Air Minum dilaksanakan aleh KPM.

Pazsal 22

(1) Anggota Dewan Pengawas diberhentikan sebagalmana dimaksud pada Pasal 20

huruf ¢ karena :

a. Tidak dapal melaksanakan tugas;

b. Tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan
anggaran dasar;

¢. Terlibat dalam tindakan kecurangan vang mengakibatkan kerugian pada
PERUMDA Air Minum, Negara dan/atau Daerah,

d. Diduga melakukan tindak pidana;

e. Mengundurkan diri;



(2)

(1)

(2)

(4)

(1)

(3)

(1)
(2)

f. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan Pengawas sesuai
dengan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan; dan/atau

g- Tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah
Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran
PERUMDA Air Minum,

h. Mencapa batas usia 64 (¢nam puluh empat) tahun;

Pemberhentian angpota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

ditctapkan dengan Keputusan KPM.

Pasal 23

Anggota Dewan Pengawas yang melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 22 ayat (2) huruf ¢ dan huruf d diberhentikan sementara oleh KPM.
Paling lambat 1 (satu) bulan, KPM melaksanakan rapat yang dihadiri oleh
anggota Dewan Pengawas untuk menctapkan pemberhentian sementara.
Apabila dalam waktu 1 (satu) bulan KPM belum melakukan rapat scbagaimana
dimaksud pada ayat (2) pemberhentian sementara belum dapat dilaksanakan.
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
dengan Keputusan KPM,

Pasal 24

Apabila rapat scbagaimana dimaksud dalam Pasal 23 ayat (2) anggota Dewan
Pengawas yang diberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah,
yanpg bersunpkutan dianggap menerima hasil rapat.

Bilamana yang bersangkutan tidak terbukiti melakukan tindak pidana
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22 ayat (2} huruf ¢ dan huruf d, yang
bersangkutan direhabilitasi.

Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh anggota Dewan Pengawas merupakan
tindak pidana yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang
bersanigkutan diberhentikan dengan tidak hormat.

Bagian Ketiga
Direksi
Paragraf 1
Pengangkatan

Pagal 25

Direksi diangkat olch KPM atas usul Dewan Pengawas.

Usulan Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari unsur
independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-
undangan.

Jabatan Dircksi berakhir pada saat vang bersangkutan berumur paling tinggi
60 {enam puluh) tahun.

Pasal 26

Calon Direksi harus memenuhi persyaratan sebagai berikut :
A Warga Negara Indonesia;



(2)

(3)

(4)

(1)

(@)

(3)

b. sehat Jasmani dan Rohani;

¢. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku
yang baik, dan dedikasi yang sangat tinggi untuk memajukan dan
mengembangkan PERUMDA Air Minum,;

d. memahami penyclenggarann Pemerintahan Daerah;

e. memahami Manajemen Perusahaan khususnya DPengclolaan Perusahaan
Daerah (BUMD);

f. memiliki pengelahuan yang memadai dibidang usaha PERUMDA Air Minum,

g. mempunyai pendidikan Sarjana Strata 1 (S-1);

h. mempunyal pengalaman kerja 5 (lima) tahun dibidang Manjerial Perusahaan
berbadan Hukum dan pernah memimpin Tim,;

i. saat diangkat pertama kali berumur paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun
dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun.

j. membuat dan menyajikan proposal mengenai visi dan misi PERUMDA AIR
MINUM;

k. tidak terikat hubungan keluarga dengan Bupati/Wakil Bupati, Dewan
Pengawas, atau Direksi lninnys sampai dergjat ketiga menurut garis lurus
atau kesamping termasuk menantu dan ipar;

1. tidak menjadi pengurus dan/atau anggota partai politik dan/atau calon
Bupalti atau calon wakil Bupati dan/atau calon/anggota legislatif;

m. lulus uji kelayakan dan kepatutan yang dilaksanakan oleh Tim Pansel yang
ditetapkan oleh Bupati;

n, tidak pernah di hukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan
keuangan Negara atau Daerah;

o. tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

p. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas yang dinyatakan
bersalah menyebabkan Badan Usaha yang dipimpin dinyatakan pailit.

Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus uji kelayakan dan kepalulan

schagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf m wajib menandatangani kontrak

kerja (Pakta Integritas) sebelum diangkat sebagai anggota direksi dihadapan

KPM.

Pcngangkatan Direksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayal (1)

ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Sehelum menjalankan tugasnya Direksi dilakukan pelanlikan dan pengambilan

sumpah jabatlan olch KPM.

Pasal 27

Jumiah anggota Direksi untuk PERUMDA Air Minum paling banyak 5 (lima)
orang.

Penentuan jumlah anggota Direksi acbagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan agas efisiensi dan efektivitas pengurusan PERUMDA AIR
MINUM.

Dircksi berjumlah paling banyak 5 {lima) orang sebagaimana dimaksud pada
ayat (1), seorang diantaranya diangkat schagai Direktur Utama berdasarkan
penilaian terbaik atas hasil uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh
Tim Pansel terhadap seluruh Direksi.
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(1)

(1

(2)

(3]

(4)

(1)

(2)

(4)

Puragraf 2
Maga Jabatan

Pasal 28

» 1] ali:
kali masa jabatan, kecu - )
unglifexllt(sla{tanm lain scsuai dengan ketentuafl peraturan perundang undangar,
a.

dan
b. Dalam h :
rangat haik, dapat dmngkai‘ un
Pengangkalan kemball schagaimana
) . . a
Jdalam hal Direksi terbukli mampu me
dan pelayanan kebutuhan air minum kepada masyarakat

: 1
al anggola Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau pt egtasl yang

tuk 3 (tipa) kali maga jabatan. .
dimaksud pada ayat (1) hurut b dﬂﬂkf.lk?m
jngkatkan kinerja PERUMDA Air Minum
getiap tahun.

Paragraf 3
Larangan

Paaul 29

Direksi dilurang memangku jubminn rangkap, yakni ;

a. jabatan struktural atau [ungsional pada instanyi/lembapga Pemerintali Pusat
dan Pecmenintnh Daerah;

b. anggota Direksi pada RUMD lainnya, BUMN dan/atau badan usshia swasta;

. jabatan lainnye sesual denpan keteniuan peraturan perundang-undungu,

Direksi tidak holch mempunyai kepentingan pribadi sccara langsung atau tidak

langrung yang dapat menimbulkan benturan kepentingan pada PERUMDA Air

Minum.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dikenakan sanksi

administras: berupa diberhentikan sewakiu-waktu dari jabatan sebagai anggolu

Direksi.

Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada aysat (3) tidak dilaksanakan

oleh KPM paling lama 20 (dus puluh) hari ketja ssjak yang bersangkutan

diangkat memangku jabatan baru schagai anggota Direksi, jabatan lama ydang

bersangkutan sebagai anggota Direksi dinyatakanberakhir,

Paragraf 4
Penunjukan Pejabat Sementara

Pasaal 30

Apabila sampai berakhirnya masa jabatan Dircksi, pengangkatan Direksi baru
masih dalam proscs penyelesaian, KPM dapat men unjuk/mengangkat Direksi
dlau seorung Pejabat Struktural PERUMDA Air Minum sebagai pejabat
sementara Direksi.

Fengangkatan pejabat scmentara scbagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan KPM.

Keputusan KPM sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku paling lama 6
(enam) bulan dan tidak dapat diperpanjang.

Pegjubat sementara sebagaimana dimalcsud pada ayat (1) tidal dilalcukan
pelantikan dan pengambilan sumpah jabatan.




Selama seorang Pejabat Struktural diangkat sebagai pejabat sementara Direksi,
tidak berhak atas penghasilan Direksi.

Pasal 31

Pejahat sementara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 mempunyai tugas
dan kewenangan vang sama dengan Direksi.

Pejabat sementara sebagaimana dimakzsud pada ayat (1) dalam melakeanakan
tugas dan wewenang tidak diperbolehkan :

a. mengangkat dan memberhentikan pegawai;

b. menctapkan susunsan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum; dan
¢. mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Direksi.

Pasal 32

Apabila Direksi hanya satu dan berhalangan sementara, KPM dapat menunjuk
pejabat struktural PERUMDA Air Minum sebagai pelaksana tugas (Plt) Direksi.
Pejabat Struktural sebagaimana dimaksud pada ayat {1} diangkat sebagai
pelaksana tugas (Plt) Direksi, tidak berhak atas penghasilan Direksi,

Paragraf 5
Tugas dan Wewenang
Pasal 33

Direksi mempunyai tugas:

a.

& a0

h

menyusun perencanaan, mclakukan koordinasi dan pengawasan scluruh
kegiatan opcrasional PERUMDA Air Minum;

membina pegawai;

mengurus dan mengelola kekayaan PERUMDA Air Minum;

menyelenggaralkan administrasi umum dan keuangan,

menyusun Rencana Strategis Bisnis 5 (lima) tahunan (business plan/corporate
plan) yang disahkan oleh KPM melalui usul Dewan Penganwnas;

menyusun dJdan menyampaikan Rencana DBisnis dan Anggaran Tahunan
PERUMDA Air Minum yang merupakan penjabaran tahunan dari Rencana
Stratcgis Bisnis (business plan/corporate plan) kepada KP'M melalui Dewan
Pengawas; dan

menyusun dan menyampaikan laporan seluruh kegiatan PERUMDA Air Minum.

Pasal 34

Direksi dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33
mempunyai wewenang:

a.

b.

e o

mengangkat dan memberhentikan pegawai PERUMDA Air Minum berdasarkan
ketentuan peraturan perundang-undangan;

menetapkan susunan organisasi dan tata kerja PERUMDA Air Minum dengan
persetujuan Dewan Pengawas;

mengangkat pegawai untuk menduduki jabatan di bawah Dircksi;

mewsakili PERUMDA Air Minuim di dalaun dan di luar pengadilan,

menunjuk kuasa untuk melakukan perbuatan hukum mewakili PERUMDA Air
Minum;

menandatangani Laporan Bulanan, Triwulan dan Laporan Tahunan;
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g menjual, menjaminkan atau mclcpaskan aset milik PERUMDA Air Minum

berdasarkan persetujuan KPM atas pertimbangan Dewan Pengawas; dan

h. melakukan pinjaman, mengikatkan diri dalam perjanjian, dan mclakukan

(1)
(2)

(3)

(4)

(1)

(2)

kerjasama dengan pihak lain dengan persetujuan KPM atas pertimbangan Dcwan
Pengawas dengan menjaminkan aset PERUMDA Air Minum.

Paragraf 6
Dana Representatif

Pasal 35

Dalam rangka mendukung kelancaran pengelolaan PERUMDA Air Minum,
Direksi dapat diberikan dana representatif.

Dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1} diberikan paling
banyak 75% (tujuh puluh lima persen) dari jumlah penghasilan Direksi dalam 1
{(satu) tahun.

Penggunaan dana representatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur oleh
Direksi setelah mendapatkan persetujuan Dewan Pengawas.

Paragraf 7
Penghasilan dan Cuti

Pasnl 36

Penghasilan Direksi terdiri dari gaji dan tunjangan.

Tunjangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:

a. tunjangan perawaian/keschatan yang layak termasul istri/suami dan anak;
dan

b. tunjangan lainnya.

Dalam hal PERUMDA Air Minum memperoleh kcuntungan, Dircksi memperoleh

bagian dari jasa produksi.

Besarnya gaji, tunjangan, dan bagian dari jasa produksi scbagaimana dimalksud

pada ayal (1), ayat (2) dan ayat (3) ditetapkan oleh KPM setelah memperhatikan

pendapat Dewan Pengawas dan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum,

Ketentuan lebih lanjut mengenai penghasilan Direksi diatur dalam Peraturan

Bupat.

Pasal 37

Direksi setiap akhir masa jabatan dapat diberikan jasa pengahdian berupa uang
paling tinggi sebesar 5% (lima persen) dari laba sebelum pajak pada tahun buku
sebelum akhir masa jabatannya.
Dalam hal jumiah direksi lebih dari 1 (satu ) orang, maka perbandingan jasa
pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sebagai berikut:
A. untuk Direksi berjumlah 2 (dua) orang, Direktur Utama mendapat 60%
(enam puluh persen) dan anggota mendapat 40% (empat puluh persen);
b. untuk Direksi beerjumlah 3 (tiga) orang, Dircktur Utama mendapat 10%
(empat puluh persen) dan masing-masing Direktur mendapat 30% (liga puluh
persen).
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{2

Direksi yang berhenti atau diberhentikan dengan hormat sehelum masa
jabatannya berakhir dapat diberikan jasa pengabdian berupa uang dengan
syarat telah menjalankan tugasnya paling singkat 1 (satu) tahun.

Besarnya jasa pengabdian berupa uang sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
didasarkan atas perhitungan lamanya bertugas dibagl masa jabatan dilealilcan
penghasilan bulan terakhir.

Bagi Direksi vang berasal dari Pegawai PERUMDA Air Minum berhak menerima
jasa pengabdian berupa uang sebagaimanga dimaksud pada ayat (1) dan setelah
menyelesaikan tugas sebagai Direksi belum mencapai usia pensiun yang
bersangkutan dapat menjadi Pegawai kembali.

Pasal 38

Direksi memperoleh hak cuti dan dapat dilaksanakan setelah mendapat
persetujuan KPM atau pejabat yang ditunjuk.
Ketentuan lebih lanjut mengenai hak cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan Peraturan Perundang-undangan.

Paragraf 8
Pembherhentian

Pasal 39

Direksi berhenti karena:

a. meninggal dunia,

b. masa jabatannya berakhir; dan/atau

c¢. diberhentikan sewaktu-waktu.

Direksi diberhentikan karena:

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan
anggaran dasar;

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mecngakibatkan kerugian pada
PERUMDA Air Minum, Negara dan/atau Daerah;

d, diduga melakukan tindak pidana;

e. mengundurkan diri;

f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesual dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/alau

g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemetintah Daerah
seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran PERUMDA Air
Minum,

h. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;

Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh

KPM.

Pasal 40
Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 39 hurufl b, anggola Dircksi wajib
menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3

(Liga) hulan arhelum heralchir maan jahatattiyn.
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(2)

(1)

(4)

Anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan sisa
pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu)
bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Berdasarkan laporan pengurusan tugas akhir masxa jabatan sebagaimana
dimaksud pada ayat (2), Dewan Pengawas wajib menyampaikan penilaian dan
rekomendasi atas Kinerja Direksi kepada Pemegang Saham.

Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) serta penilaian dan rekomendasi
schagaimana dimaksud pada ayat (3) sebagai dasar pertimbangan KPM untuk
memperpanjang atau memberhentikan anggota Direksi.

Laporan pengurusan Tugas akhir masa jabatan anggota Direksi yang berakhir
masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau
audit tahunan dari Kantor Akuntan publik dan disampaikan kepada KPM
Tahunan,

Pasal 41

Direksi diberhentikan sewaktu-waktu sebagaimana dimaksud pada Pasal 39

hurut ¢ karena :

a. tidak dapat melaksanakan tugas;

b. tidak melaksanakan ketentuan perundang-undangan dan/atau ketentuan

anggaran dasar,

c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada
PERUMDA Air Minum, Negara dan/atau Daerah;

. diduga melakukan tindak pidana;

mengundurkan diri;

tidak lagi mcmenuhi persyaratan scbagai anggota Dirckai sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan,

tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijalcon Pemerintah Daerah

seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi dan pembubaran PERUMDA Air

Minum; dan/atau

h. mencapai batas usia 60 (enam puluh) tahun;

Pemberhentian Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

KPM.

- oo

b

Pasal 12

Direksi yang diduga melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal

41 ayat (2} huruf ¢ dan hurul d diberhenukan sementara oleh KPM atlas usul
Dewan Pengawas untuk jangka walctu paling lama 1 (satu) bulan.
Pemberhentian sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh
KPM disertai dengan alasan dan diberitahukan kepada yang bersangkutan.

Pasal 43

Paling lambat 1 (satu) bulan sejak pemberhentian sementara sebagaimana
dimaksud dalam [asal 42, Dewan Pengawas melakukan rapat yang dihadiri oleh
Direksi untuk menetapkan yang bersangkutan diberhentikan atau
direhabilitasi.

Dewan Pengawas melaporkan kepada KPM hasil rapat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) sebagai bahan KI'M untuk memberhentikan atau merehabilitasi,
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(5)

(4)

(1)
(2)

(3)

(1)

Dalam hal rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Direksi yang
aiberhentikan sementara tidak hadir tanpa alasan yang sah, yang bersanglcutan
dianggap menerima hasil rapat Dewan Pengawas.

Dalam hal perbuatan yang dilakukan oleh Direksi merupakan tindak pidana
dengan putusan bersalah dan telah memperoleh kekuatan hukum tetap, yang
bersangkutan diberhentikan dengan tidale hormat.

BAB VI
KEPEGAWAIAN
Bagian Kesalu
Pengangkatan

Pasal 44

Pengangkatan, pembinaan dan pemberhentian Pegawai PERUMDA Air Minum
merupakan kewenangan Direksi.

Jumlah Pegawai diangkat berdasarkan pada beban kerja dan kemampuan
keuangan Perusahaan.

Pasgal 45

Untuk dapat diangkat menjadi Pegawai schagaimana dimaksud dalam Pasal 42

ayal (1) harus memenuhi persyaratan sebagai berikut ;

a. Warga Negara Indonesia,

b. Sehat Jasmani dan Rohani yang dibuktikan dngan Surat Keterangan Dokter
setempat,

c. Berkelakuan baik dan tidak pernah dihukum yang dibuktikan dengan SKCK
dari Kepolisian selempat;

d. Mempunyai pendidikan, kecakapan dan keahlian yang diperlukan;

e. Mempunysai ljazah paling rendah SMA atau yang scdergjat;

f. Batas Usia paling rendah 18 (delapan belas) tahun dan paling tinggi 35 (tiga
puluh limaj tahun;

g. Tidak pernah diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai instansi
Pemerintah atau Swasta;

h. Tidak boleh meranglap menjadi Pegawai Aparatur Sipil Negara atau Pegawai
Perusahaan lain;

i. Tidak menjadi pengurus Partal Politlk; dan

J.  Syarat-syarat lain yang ditetapkan olel direkasi.

Pengangkatan Pegawai sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 dilakukan

sctelah melalui masa percobaan paling singkat 3 (tiga) bulan dan paling lama 6

{enam) bulan dengan ketentuan memenuhi daftar penilaian kerja setiap unsur

paling sedikit bernilai baik.

Apahila pada akhir masa percobaan calon pegawai tidak memenuhli persaratan

sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat diberhentikan tanpa mendapat uang

pesangon,

Pasal 46
Pegawal yang dlangkat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 42 diberikan

punghkat, golongun dun guji pokok sesuni deogan ijusah yang dimilili.
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(5)

(6)

(1)

Pengaturan pangkat, golongan dan gaji pokok sebagaimana dimaksud pada ayat
(1) ditetapkan dengan keputusan direksi seguai dengan ketentuan yang berlaku.

Pasal 47

Direksi memberikan penghargaan kepada:

a. pegawal yang mempunyai masa kerja 10 (sepuluh), 20 (dua puluh) dan 30
(tiga puluh) Tahun secara terus menerus dan hasil penilain prestasi kerja
dalam 2 (dua) Tahun terakhir menunjukan nilai rata-rata baik;

b. pegawai yang telah menunjukan prestasi kerja atau berjasa atas
pengembangan PERUMDA Air Minum dapat dijadikan teladan bagi pegawai
lainnya;

c. pegawal yang akan memasulki pensiun.

Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh

Direksi.

Pasal 48

Batas usia pensiun pegawai PERUMDA Air Minum 56 {lima puluh cnam) tahun.
Pegawai yang memasuki masa pensiun dapat diberikan kenaikan pangkat
pengabdian selingkat lebih tinggi dari pangkat teralkthimnya dengan ketentuan
paling sedikit telah 2 (dua) tahun dalam pangkat terakhir.

Bagian Kedua
Penghasilan dan Jasa
Paragraf 1
Penghasilan

Pasal 49

Pegawai PERUMDA Air Minum berhak atas gaji, tunjangan dan penghasilan
lainnya yang sah sesuai dengan pangkat, jenis pekerjaan dan tanggung
jawabnya.

Tunjangan scbagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi;

a. Tunjangan pangan;

b. Tunjangan keschatan; dan

¢. Tunjangan lainnya.

Tunjangan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b diberikan
kepada Pegawai beserta keluarganya yang menjadi tanggungannys.

Tunjangan keschatan scbagaimana dimaksud pada ayat (3) meliputd
pengobatan dan/atau perawatan di Rumah Sakit, Puskesmas, Klinik dan lain-
lain yang pelaksanaannya ditetapkan dengan keputusan Direksi.

Pemberian hak sechbagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan
kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum.

Pasal 50
Pegawai yang beristri/suami diberikan tunjangan istri/suami berdasarkan

ketentuan Perundang-undangan,
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(2)

(3)

Pegawai yang mempunyal anak yang berumur kurang dari 21 (dua puluh satu)
tahun, belum mempunyal penghasilan sendiri alau belum atau tidak menikah
diberikan tunjanpgan anak yang besarnya berdasarkan Peraturan Perundang-
undangan.

Tunjangan anak scbagaiaman dimaksud pada ayat (2} dopat diperpanjang
sampai umur 25 (dua puluh lima) tahun daleun hal anak magih
bersckolah/kuiliah  yang dibuktikan dengan surat keterangan dari
sekolah/perguruan tinggi.

Paragraf 2

Jasa

Pasal 51

Dalam hal PERUMDA Air Minum memperoleh keuntungan, pegawai diberikan bagian
dati jasa produksi sesual dengan kemampuan keuangan PERUMDA Air Minum.

(1)

(2)

(1)

(2)
(3)

BAB VII
CUTI

Pasal 52

Pegawai yang dapat memperoleh hak cuti meliputi:

a. Cuti tahunan;

b. Cuti besar atau cutl untuk menaikan Ibadah Haji;

¢. Cuti sakit;

d. Cuti dengan alasan penting;

e. Cuti mkah;

f. Cuti bersama;

g. Cuti bersalin; dan

h. Cuti di luar tanggungan PERUMDA Air Minun.

Pegawai yang menjalankan cuti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tetap
diberikan penghasilan penuh, kecuali cuti diluar tanggungan PERUMDA Air
Minurmn.

BAB VII
DANA PENSIUN

Pasal 53

Pegawai berhak atas jaminan hari tua atau dana pensiun dananya dihimpun
dari usaha PERUMDA Air Minum atau iuran pegawai yang ditetapkan dengan
Keputuaan Lireksi.

Besarnya tunjangan jaminan hari tua sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
didasarkan atas perhitungan gaji.

Ketentuan yang mengatur mengenai jaminan hari {ua berdasarkan Peraturan
Perundanpg-undangan.
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(2)

(3)

(1)

(2)

(1)
(2)

Pasal 54

Direksi dan pegawai PERUMDA Air Minum wajib diikutsertakan pada program

dana pensiun yang diselenggarakan oleh Dana Pensiun Pemberi Kerja dan/atau

Dana Pensiun Lembaga Keuangan.

Penyelenggaiaan, program dana pensiun scbagaimana dimuksud pada ayat (1)

didasarkan atas pertimbangan optimalisasi dan kepastian manfaal bagi Direksi

dan pegawai sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Anggaran pensiun Direksi dan pegawai bersumber dari:

a. anggaran PERUMDA Air Minum, sesuai kemampuan keuangan
PERUMDA Air Minum,

b. iuran direksi dan pegawai.

Pasal 55

Direksi dapat mengangkat tenaga honorer atau icnaga kontrak dengan
pemberian honorarium yang besarannya ditetapkan dengan keputusan Direksi
dengan berpedoman pada upah minimum kabupaten.

Teniaga honorer atau tenaga kontrak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak
diperbolehkan menduduki jabatan.

BAB IX
ASOSIASI

Pasal 56

PERUMDA Air Minum wajib menjadi anggota PERPAMSI,

PERUMDA Air Minum dapat memanfaatkan PERPAMSI sebagai asosiasi yvang
menjembatani kegialan ketjasama antara PERUMDA Air Minum dalam negeri
dan asosiasi perusahaan air minum luar negeri dan bherkonrdinasl dengan
mstansi terkait di pusat dan daerah.

BAD X
TAHUN BUKU, ANGGARAN DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu
Tahun Buku

Pasnl 57

Tahun buku PERUMDA Air Minum yaitu tahun takwim.

(1)
(2)

Bagian Kedua
Anggaran

Pasal 58

Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yuang merupakan
penjabaran tahunan dari rencana bisnis.

Rencana kerja dan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit
memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan.
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(7)

(1)

(<)

Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan Pengawas
paling lanbat pada akhir bulan Nopember untuk ditandatangani bersama,
Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan
Pengawas disampaikan kepada KI'M untuk mendapatkan pengesahan.

Dalam hal sampai dengan permulaan tahun huku KPM belum mengesahkan
dan tidak mengemukakan keberatan atau tidak mecnolak rencana kerja dan
anggaran PERUMDA Air Minum, maka anggaran terscbut berlaku sepenuhnya.
Dalam hal Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA Air Minum (RKAP) ditolak,
maka PERUMDA Air Minum dapal menggunakan/berpedoman pada Rencana
Kerja dan Anggaran PERUMDA Air Minum (RKAP) tahun sebelumnya.
Penambahan atau perubahan Rencana Kerja dan Anggaran PERUMDA Air
Minum (RKAP) dalam tahun buku berjalan, hanya dapat dilakukan dengan
persetujuan dari Dewan Pengawas dan disahkan dalam bentuk Keputusan KPM.

Bagian Ketiga
Pelaporan

Pasal 59

Dircksi harus menyusun dan menyampalkan laporan scluruh keglatan
PERUMDA Air Minum, yang terdiri dari laporan bulanan, triwulan dan tahunan.
Laporan kegiatan PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
terdiri dari laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan.

Direksi harus menyampaikan laporan keuangan yang terdiri dari Neraca,
Laporan Laba Rugi dan Laporan Arus Kas,

Laporan kcgiatan operasional dan keuangan sebagaimana dimaksud pada ayal
(2) disampaikan secara berkala kepada KPM melalui Dewan Pengawas.

Sctiap tahun Dircksi wajib menyampaikan kegiatan operasional dan laporan
keuangan yang terdiri dari neraca dan perhitungan laba rugi yang telah diaudit
oleh audilor independen kepada KPM melalul Dewan Pengawas.

Laporan Tahunan sebagaimuana dimeksud pada ayat (5) disampaikan paling
lambat 120 (seratua dua puluh) hari setelah tahun buku PERUMDA PERUMDA
Air Minum ditutup untuk disahkan dalam bentuk Keputusan KPM setelah
mendapat pertimbangan Dewan Pengawas.

BAB XlI
PENETAFAN DAN PENGGUNAAN LABA

Pasal 60

Laba bersih PERUMDA Air Minum setelah dikurangi pajak dan teluh disahkan
oleh KI'M, pembagiannya ditetapkan sebagai berikut :
35% (tiga puluh lima persen) untuk bagian laba untuk Daerah;
20% (dua puluh persen) untuk cadangan umum;
25% (dua puluh lima persen) untuk jasa produksi;

10% (sepuluh persen) untuk sumbangan dana pensiun dan imbalan kerja;
10% (sepuluh persen) untuk CSR (coorporate social responsibility).
Baglan laba untuk Daerah sebagamimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
dianggarkan dalam penerimaan Angparan Pendapatan dan Belanja Daerah
(APRD) tahun anggaran berikuinya.

";apsren
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(1)
(2)

(3)

(6)
(7)
(8)

(9)

NDalam hal penggunaan laba untuk cadangan umum sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b bilamana tidak lercapai (ujuannya dapat dialihkan untuk
penggunaan lain dengan persetujuan KPM sciclah mendapat pertimbangan
Dewan Pengawas.

Tata cara penggunaan bagian laba schagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf ¢ sampai dengan hurufl e diatur oleh Direksi.

BAB XI1
TARIF AIR MINUM

Pasal 61

Tarif nir minum PERUMDA A Minum ditetapkan oleh KPM berdasarkan usulan
Direksi setelah mendapat persetujuan dari Dewan Pengawas.

Penetapan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dilakukan oleh
Direksi setelah mendapat persetujuan KPM.

Perhitungan dan penetapan tarif didasarkan pada prinsip:

keterjangkauan dan keadilan,

mutu pelayanan;

pemulihan biaya;

efesiensi pemakaian air;

e. transparansi dan akuntabilitas;

f. perlindungan air baku.

Komponen yang diperhitungkan dalam perhitungan tanf meliputi :

a_hinyn operasi dan pemeliharaan;

b. biaya depresiasi/amortisasi;

c. biaya bunga pinjaman;

d. biaya lain; dan/atau

e. keuntungan yvang wajar.

Penyusunan tarif tahunan dilakukan dengan formula indeksasi dengan

memperhitungkan :

a. nilai indeks inflasi tnhunan pada tahun yang bersangkutan yang diterbitkan
instansi pemerintah yang berwenang;

b. beban bunga pinjaman; dan/atau

¢. parameter lain sesuai kontrak perjanjian kerjagama.

Peninjauan tarif secara periodik dapat dilakukan dalam keadaan luar biasa yang

mengakibatkan diperlukannya peruhahan rencana kerja perusahaan.

Untuk kesinambungan pelayanan PERUMDA Air Minum paling lama 1 (satu)

tahun sckali Direksi dapat melakukan peninjauan tarif.

Peninjauan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat {6) dan ayat (7) diusulkan

oleh direksi kepada KPM melalui Dewan Pengawas untuk ditetapkan,

Dalam hal KPM menolak usul penctapan tarif yang diajulcan Direksi, Pemerintah

Daerah wajib mengupayakan subsidi untuk menutup kekurangannya melalui

Anggaran Pendapatan dan Belanja Dacrah (APBD) sesuai dengan ketentuan

Peraturan Perundang-undangan.

RO T B

(10} Ketentuan lebih lanjut mengenai tarif pelayanan PERUUMDA Air Minum diatur

dengan Peraturan Bupati.

H



(1)

(2)

BAR X
PENGADAAN BARANG DAN JASA

Pasal 62

Pengadaan barang dan jasa PERUMDA Air Minum dilaksanakan dengan
memperhatikan prinsip efisiensi dan trausparansi.

Ketentuan mengenai Pengadaan Barang dan Jasa PERUMDA Air Minum
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

BAR XIV
TANGGUNG JAWAB DAN TUNTUTAN GANTI RUGI

Pasal 63

Dewan Pengawas, Direksi dan semua pegawai PERUMDA Air Minum yang
karena tindakan melawan hukum atau melalaikan kewajiban yang telah
menimbulkan kerugian bagi PERUMDA Air Minum, diwajibkan mengganti
kerugian tersebut.

Pelaksanaan tuntutan ganti rugi sebagwmana dimaksud pada ayat (1)
dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB XV
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 64

Pembinaan dan pengawasan umum dilakukan oleh KPM.

Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan olch tim yang
ditetapkan dengan kepulusan KPM.

Pengawasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat dilakukan olch
Perangkat Daerah/ Instansi Vertikal di bidang pengawasan sesuai dengan
ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

BAB XVI
PEMBUBARAN

Pagal 05

Pembubaran PERUMDA Air Minum ditetapkan dengan Peraturan Dasrah,
Pembubaran PERUMDA Air Minum sebagaimana dimaksud pada ayal (1)
dilaksanakan oleh Panitia Pembubaran Perusahaan yang ditelapkan dengan
Keputusan KPM.

Panitia Pembubaran bertanggung jawab kepada KPM.

Dalam hal terjadi pembubaran schagaimana dimaksud dalam ayat (1), maka
kekayaan daerah hasil pernbubaran menjadi milik daerah.

BAB XVII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 60

Pada snat Peraturan Daerah ini mulai berlaku ;
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a. Dewan Pengawas, Direksi, dan/atau pegawai yang telah diangkat tetap
melaksanakan tugas sampai dengan berakhirnya masa jabatan;

b. Pcmberian penghasilan dan jasa pengabdian berupa uwang dilaksanakan sesuai
dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini.

BAB XVIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 67

Pada saal Peraturan Daerah ini mulai berlaku :

1. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat Il Banggai Nomor 9 Tahun 1992
tentang Pendirian Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Daerah Tingkat II
Banggai (Lembaran Daerah Tahun 1993 Nomor 1 Seri D Nomor 1); sepanjang
yang tidak mengatur pendirian Perusahaan Daerah Air Minum dan

2. Peraturan Daerah Kabupaten Banggai Nomor 3 Tahun 2005 tentang
Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten Banggai (Lembaran Dacrah
Kabupaten Banggai Nomor 3 Seri E Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak
berlaku.

Pasal 68
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah
ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Banggai.

Ditetapkan di Luwuk
pada tanggal [0 (el 207

Diundangkan di Luwuk
pada tanggal [o mef 207

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI TAHUN 2021 NOMOR
NOMOR REGISTRASI PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

PROVINSI SULAWESI TENGAH : [+ . 01 / 2072
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1.

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI

NOMOR | TAHUN 202
TENTANG
PERUSAHAAN UMUM DAERAH AIR MINUM KABUPATEN BANGGAI

UMUM

Perusahaan Umum Daerah Air Minum (PERUMDA AIR MINUM])
Kabupaten Banggai sebagai salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) milik
Pemerintah Kabupaten Banggai berperan dalam pcnyclenggaraan SPAM yang
pada awal berdirinya, PERUMDA AIR MINUM Kabupaten Banggai dimulai sejak
jaman penjajahan Belanda, dimana kepengurusan air minum dilakukan olech
Dinas Air Minum, dengan berdasarkan pada peraturan yang terdapat dalam
?Verodening voor de Gemeente fijke Waterleidingte Magelang” tanggal 9 Oktober
1923,

Pengaturan kepengurusan dan kelembagaan PERUMDA AIR MINUM
dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja PERUMDA AIR MINUM dalam
pelayanan kepada masyvarakat dan meningkatkan kualitas dan kuantitas
pelayanan SPAM di wilayah pelayanan dengan pencapaian 80% (dclapan puluh
persen) cakupan pelayanan air minum dari total penduduk di Kabupaten Banggai
dan penyediaan akses air minum secara merata kepada seluruh penduduk
Kabupaten Banggai .

Dengan pertimbangan tersebut diatas, sebagai bentuk penyesuaian diri
terhadap perubahan regulasi, maka Pemerintah kabupaten Banggai perlu untuk
menyusun dan menelapkan kembali Peraturan Daerah Kabupalen Banggai
tentang Perusahaan Daerah Air Minum kabupaten Banggai.

PENJELASAN PASAL DEMI PASAL
Fasall
Cukup jelas.
Pasal 2
Cukup Jelas.
Pasal 3
Cukup Jelas.
Pasal 4
Cukup Jelas.
Pasal &6
ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
hurufa
Cukup Jelas.
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huruf b
Cukup Jelas.
huruf ¢
Cukup Jelas.
huruf d
Cukup Jclas.
hurufe
Sumber modal lainnya antara lain bantuan modal pihak ketiga yang
tidak mengikat, penjualan aset dan sewa asset.
ayat (3)
Cukup Jelas.
Pasal 6
Cukup Jelas,
Pasal 7
Cukup Jelas.
Pasal 8
Cukup Jelas.
Pasal 9
Cukup Jelas.
Pasal 10
Cukup Jelas.
Pasal 11
Cukup Jelas.
Pasal 12
Cukup Jelas.
Pasal 13
Cukup Jelas.
Pasal 14
Cukup Jelas.
Pasal 15
Cukup Jelas.
Pusal 16
Cukup Jelas.
Pasal 17
Cukup Jelas.
Pasal 18
Cukup Jelas,
Pasal 19
Culcup Jelae
Pasal 20
Cukup jelas.
Pasal 21
Cukup Jelas.
Pasal 22
Cukup Jelas.
Pasal 23
Cukup Jelas.
Pasal 24
Cukup Jelas.
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Pasal 25
Cukup Jelas.
Pasal 26
ayat (1)
hurufa
Cukup Jclaa.
hurufb
Cukup Jelas.
hurufc
Cukup Jelas.
hurufd
Cukup Jelas .
huruf e
Cukup Jelas.
huruf f
Cukup Jelas.
huruf g
Cukup Jelas.
hurufh
Cukup Jelas .
huruf i
Cukup Jelas.
huruf j
Cukup Jelas.
huruf k
Cukup Jelas .
hurufl
Cukup Jelas.
huruf m
Tim Pansel uji kelayakan yang ditetapkan oleh Bupati dapat berasal
dari :
a. dewan Pengawas;
b. lembaga Profesional,
¢. akademisi; dan
d. anggota DPRD.
huruf n
Cukup Jelas.
huruf o
Cukup Jelas.
huruf p
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.
ayat (3)
Cukup Jelas.
ayat (4)
Cukup Jelas.
Pasal 27
Cukup Jelas,
Pagal 28

2%



huruta
Cukup Jelas .
hurufb
Keahlian khusus atau prestasi ditentukan melalui evaluasi program
kerja direksi yang dilukukan oleh dewan prnpawas,
ayat {2)
Cukup Jelas.
Pasal 29
Cukup Jcelas.
Pasal 30
Cukup Jelas.
Pasal 31
Cukup Jelas.
Pasal 32
Cukup Jelas,
Pasal 33
Cukup Jelas.
Pasal 34
Cukup Jelas,
Pasal 35
Cukup Jelas.
Pasal 36
Cukup Jelas.
Pasal 37
Cukup Jelas.
Pazal 38
Cukup jelas.
Pasal 39
Cukup Jelas,
Pasal 40
Cukup Jelas.
Pasal 41
Cukup Jelas.
Pasal 42
Cukup Jelas.
Pagal 43
Cukup Jelas.
Pasal 44
Cukup .lelas.
Pasal 45
Cukup Jelas.
Pasal 46
Cukup Jelas.
Pasal 47
Cukup Jelas.
Pasal 48
Cukup Jelas,
Pasal 49
Cukup jelas.
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Pasal 50
Cukup jelas.
Pasal 51
Cukup jelas.
Pasal 52
Cukup jelas.
Pasal 53
Cukup jelas.
Pasal 54
Cukup jelas.
Pasal 55
Cukup jelas.
Pasal 56
Cukup jelas.
Pasal 57
Cukup jelas.
Pasal 58
Cukup jelas.
Pasal 59
Cukup jelas.
Pasal 60
Cukup jelas.
Pasal 61
ayat (1)
Cukup Jelas.
ayat (2)
Cukup Jelas.
ayat (3)
Cukup Jelas.
ayat (4)
Cukup Jelas.
ayat (9)
Cukup Jelas,
ayat (6)
Cukup Jelas.
ayat (7)
Cukup Jelas.
ayat (8)
Peninjauan tarif scbelum ditctapkan dikonsultasikan terlebih dahulu ke
DPRD melalui komisi terkait.
ayat (9)
Cukup Jelas.
ayat (10)
Cukup Jclas.
Pasal 62
Cukup Jelas.
Pasal 63
Cukup Jelas.
Pasal 64
Cultup Jelas.



Pasal 65

Cukup Jelas.
Pasal 66

Cukup Jelas,
Pasal 67

Cukup jelas.
Pasal 68

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN BANGGAI NOMOR |3 §
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